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KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 212 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELEKTRIFIKASI
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KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan elektrifikasi

di Kabupaten Mimika, khususnya di beberapa Distrik di daerah
pesisir dan dataran tinggi, perlu dibentuk tim Percepatan
Elektrifikasi Kabupaten Mimika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);
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Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 10);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025

15.

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2025 Nomor 1);

Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Percepatan Elektrifikasi Kabupaten Mimika,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan
ini mempunyai tugas :

1

. Melakukan survei/identifikasi, verifikasi dan assessment ke
distrik/kampung yang belum memiliki energi listrik;

. Merencanakan dan merancang moda elektrifikasi pada
distrik/kampung; dan

. Mempercepat penyalaan listrik yang sudah on progress pada
Distrik Agimuga dan Distrik Potowaiburu guna mendukung
program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mimika.

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

NIP. 19710523 200701 1 011
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Lk B

N

©

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di
Timika;

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten
Mimika di Timika;

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika

No

mor 212 Tahun 2025

Tanggal, 21 Juni 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELEKTRIFIKASI

KABUPATEN MIMIKA

NO JABATAN KEDUDUKAN
' DALAM INSTANSI DALAM TIM
1. | Bupati Mimika Pengarah
2. | Wakil Bupati Mimika Pengarah
3. | Sekretaris Daerah Penanggung Jawab
4. | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Ketua
Pemukiman dan Pertanahan
5. | Kepala UP2K Provinsi Papua Tengah Wakil Ketua
6. | Kepala Bappeda Sekretaris
7. | Kepala UP3 Timika Anggota
8. | Kepala Bidang Pertamanan dan Anggota
Ketenagalistrikan Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
9. | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Anggota
10. | Kepala Seksi Ketenagalistrikan pada Bidang Anggota
Pertamanan dan Ketenagalistrikan Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan
11. | Asisten Manager Perencanaan UP3 Timika Anggota
12. | Asisten Manager Jaringan dan Konstruksi UP3 | Anggota
Timika
13. | Asisten Manager Transaksi Energi Listrik UP3 | Anggota
Timika
14. | Asisten Manager Niaga dan Pemasaran Anggota
15. | Manager Unit Layanan Pembangkit tersebar Anggota
Timika PLN Nusa Daya

BUPATI MIMIKA,

Sz

ttd

JOHANNES RETTOB




